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RENCANA UMUM PENGADAAN KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2024 

BERDASARKAN APLIKASI SIRUP LKPP 

 
Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu tengah menyusun Rencana 

Umum Pengadaan (RUP) untuk tahun anggaran 2024, memanfaatkan sistem 

Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dari LKPP. RUP adalah 

rencana strategis yang mencakup jenis pengadaan barang/jasa, pagu 

anggaran, serta jadwal pelaksanaan, yang nantinya diumumkan secara 

publik melalui SiRUP untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas 

pengadaan publik.  

Pengumuman RUP melalui SiRUP diwajibkan oleh regulasi pengadaan 

nasional sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola pengadaan yang 

transparan. Menurut aturan yang ditetapkan, Pemerintah Daerah harus 

mengumumkan RUP setelah rancangan Peraturan Daerah (Perda) APBD 

disetujui oleh DPRD dan eksekutif setempat. Dengan mempublikasikan RUP 

di SiRUP, Pemkab Rokan Hulu membuka akses bagi publik, penyedia, dan 

stakeholder lain untuk melihat perencanaan pengadaan secara detail: mulai 

dari pagu anggaran, spesifikasi barang/jasa, hingga jadwal pelaksanaan. Hal 

ini mendorong partisipasi masyarakat dalam mengawasi proses pengadaan 

dan memberi kepastian informasi bagi calon penyedia untuk mempersiapkan 

tawaran terbaik. 

Dalam penyusunan RUP 2024, Pemda Rokan Hulu merancang paket-

paket pengadaan sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah dan 

target program kerja OPD (Organisasi Perangkat Daerah). Struktur RUP ini 

umumnya mencakup: 

a. Jenis paket: terbagi menjadi pengadaan dengan penyedia 

(kontraktor/vendor) dan swakelola (dikerjakan oleh instansi sendiri), 

sesuai aturan SiRUP. 
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b. Pagu anggaran: alokasi dana untuk setiap paket disesuaikan dengan 

anggaran APBD 2024. 

c. Jadwal pelaksanaan: tanggal prakiraan lelang, kontrak, serta waktu 

pelaksanaan pekerjaan atau penyediaan barang/jasa. 

d. Spesifikasi teknis: uraian kebutuhan barang/jasa, standar kualitas, 

kapasitas, dan persyaratan lain yang menjadi tolok ukur bagi penyedia 

e. Sumber pendanaan: apakah paket didanai dari APBD murni, alokasi 

khusus, atau subsidi. 

Dengan rincian tersebut, RUP 2024 menjadi dokumen perencanaan 

pengadaan yang matang dan bisa diakses publik melalui SiRUP. Pemkab 

Rokan Hulu memandang publikasi RUP di SiRUP sebagai langkah strategis 

untuk memperkuat akuntabilitas. Masyarakat dapat melakukan 

pemantauan sejak tahap perencanaan mulai dari melihat pagu paket-paket 

pengadaan hingga kapan lelang akan dibuka dan ditutup. Informasi di SiRUP 

bersifat terbuka tanpa pengharusan memiliki akun, sehingga semua pihak 

bisa mengakses detail paket pengadaan. Keterbukaan ini juga memberi 

keuntungan bagi penyedia lokal di Rokan Hulu dan sekitarnya. Dengan 

melihat RUP secara dini, calon penyedia dapat mempersiapkan dokumen 

penawaran, memperkirakan kapasitas, dan menyesuaikan harga dengan 

realitas lokal. Hal ini diharapkan mendorong persaingan sehat dan efisiensi 

anggaran 

RUP yang diumumkan di SiRUP tidak bersifat statis. LKPP 

memungkinkan revisi rencana pengadaan apabila terjadi perubahan alokasi 

anggaran di tingkat pemerintah daerah. Revisi ini bisa disebabkan oleh 

perubahan APBD, realokasi anggaran, atau penyesuaian prioritas program 

kerja OPD. Dengan mekanisme revisi, Pemkab Rokan Hulu dapat 

menyesuaikan rencana pengadaan sepanjang tahun agar tetap realistis dan 

responsif terhadap kondisi fiskal serta kebutuhan pembangunan daerah 

yang dinamis. 

Melalui RUP 2024, Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu menunjukkan 

komitmen kuat dalam pengelolaan anggaran yang transparan dan efisien. 

Dengan memanfaatkan SiRUP, pemda tidak hanya memenuhi kewajiban 

regulatif, tetapi juga memperlihatkan integritas pengelolaan keuangan  





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


